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dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :
1. Tesis yang berjudul "DamBak Kedudukan Kelembagaan Adat Dayak
Kedamangan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16
Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah
Terhadap Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Dayak" adalah hasil karya
pribadi dan bukan kutipan atau duplikasi dari karya tulis yang telah ada
sebelumnya serta belum pemah diajukan sebagai persyaratan untuk
mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Atma Jaya Yogyakarta
maupun di perguruan trrggi lainnya.
2. Tesis ini adalah murni gagasan, rufilusan, penelitian penulis sendiri dan atas
arahan dari Tim Dosen Pembimbing yang belum pernah dipecahkan oleh
peneliti terdahulu.
3. Seluruh informasi yang dimuat dalam tesis ini yang berasal dari penulis lain
telah diberikan penghargaan dengan menyebutkan rulma pengarang, judul
buku atau tulisan aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.










Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji dampak 
kedudukan kelembagaan adat Dayak Kedamangan dalam Peraturan Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat 
Dayak Di Kalimantan Tengah terhadap hak-hak masyarakat hukum adat Dayak 
dan latar belakang kelembagaan adat Dayak Kedamangan dirumuskan dalam 
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang 
Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah. 
Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan 
pendekatan politik hukum, serta mengkajinya dari perspektif teori legislasi. 
Dengan menggunakan asas lex superiori derogate legi inferiori, yakni peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan peraturan 
perundang-undangan yang lebih rendah. 
Dampak kedudukan kelembagaan adat Dayak Kedamangan dalam 
Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat 
Dayak Di Kalimantan Tengah terhadap Hak-hak Masyarakat Hukum adat Dayak, 
yaitu: (1) hukum adat materiil mengenai lembaga adat Dayak Kedamangan 
menjadi materi hukum positif sehingga menghilangkan hukum adat; (2) tidak 
adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat 
khususnya mengenai lembaga adat Dayak Kedamangan dan hak-hak 
tradisionalnya; (3) hilangnya sifat hukum adat yang dinamis. Dan latar belakang 
kelembagaan adat Dayak Kedamangan dirumuskan dalam Peraturan Daerah 
Provinsi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan 
Tengah dikarenakan terbentuknya organisasi masyarakat adat Dayak berupa 
Majelis Adat Dayak Nasional dengan membentuk Dewan Adat Dayak Provinsi, 
Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Dewan 
Adat Dayak Kelurahan. Keberadaan organisasi adat dimasukan ke dalam ranah 
politik, sehingga terbentuknya lembaga adat Dayak ini dimanfaatkan sebagai alat 
politik pemilihan kepala daerah terpilih. 
















This study aims to identify and assess the impact of the institutional 
position of the indigenous Dayak Kedamangan in Central Kalimantan Provincial 
Regulation No. 16 Year 2008 on Institutional Dayak in Central Kalimantan on the 
rights of indigenous Dayak community and institutional background Dayak 
Kedamangan formulated in Provincial Regulation Central Kalimantan No. 16 of 
2008 on Institutional Dayak in Central Kalimantan. 
This study is a normative legal political approach, and study it from the 
perspective of the theory of legislation. By using the principle of lex superiori 
derogate legi inferiori, the legislation of a higher override legislation is lower. 
The impact of the institutional position of the indigenous Dayak 
Kedamangan in Provincial Regulation No. 16 of 2008 on Institutional Dayak in 
Central Kalimantan on the Rights of Indigenous Peoples Law Dayak, namely: (1) 
the material of customary law concerning indigenous Dayak institutions 
Kedamangan become a matter of positive law thus eliminating the law customs; 
(2) the lack of recognition and respect for the rights of indigenous people, 
especially the indigenous Dayak Kedamangan institutions and traditional rights; 
(3) the loss of the dynamic nature of customary law. And institutional background 
Dayak Kedamangan formulated in Provincial Regulation No. 16 of 2008 on 
Institutional Dayak in Central Kalimantan due to the formation of organizations of 
indigenous Dayak Dayak in the form of the National Assembly to form a 
Provincial Dayak Customary Council, Dayak Customary Council District / Town, 
Traditional Council Dayak Dayak Customary Council District and the Village. 
The existence of indigenous organizations entered into the political arena, so the 
formation of customary institutions Dayak is used as a political tool elected local 
elections. 
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